
 
 

BUPATI BANJAR 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR 

  NOMOR    3  TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  

NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANJAR, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan 

pembayaran Pajak Daerah yang dibayar sendiri oleh Wajib 

Pajak (self assessment) maupun official assessment; 

 

 

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan  sistem informasi 

manajemen pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak 
secara online, maka perlu untuk melakukan Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar 
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Banjar; 
 

Mengingat  : 1. 

 
 

 

 

 
 

 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820); 

 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
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 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 

 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038); 

 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

 10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis 

Pajak Daerah Yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala 

Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 

 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6123); 

 12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang 
Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6133); 

 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
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 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157): 

 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 

Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjar Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2017 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);  

 16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 

Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Banjar Nomor 12); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR 

dan 

BUPATI BANJAR 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 3 TAHUN 
2011 TENTANG PAJAK DAERAH. 

 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 

2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali :  

a. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10); 

b. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2): 

diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 diubah dan menambah 10 (sepuluh) 

angka yakni  angka 55, angka 56, angka 57, angka 58, angka 59, angka 60, 

angka 61, angka 62, angka 63, dan angka 64, sehingga Pasal 1 berbunyi 

sebagai berikut : 
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1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.  

2.  Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar. 

3.  Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan 

daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

5. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk 

oleh DPRD Kabupaten Banjar dengan persetujuan bersama Bupati. 

6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar. 

7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib 

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 

usaha tetap. 

9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. 

10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk 
jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, 

losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah 

penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih 

dari 10 (sepuluh). 

11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. 

12. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan 
dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, 

warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. 

13. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.  

14. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau 

keramaian yang   dinikmati dengan dipungut bayaran.  

15. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 

16. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak 
ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, 

menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum 

terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, 

didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. 

17. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik 

yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. 

18. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan 

pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di 

dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 
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19. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan 
batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan 

di bidang mineral dan batubara. 

20. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar 
badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun 

yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat 

penitipan kendaraan bermotor. 

21. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat 

sementara. 

22. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air 

tanah. 

23. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di 

bawah permukaan tanah. 

24. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan 

dan/atau pengusahaan sarang burung walet. 

25. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu 

collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan 

collocalia linchi. 

26. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas 

bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan 

oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk 

kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 

27. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan 

pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. 

28. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara 

tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. 

29. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga 
rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, 

dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui 

perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan 

baru, atau NJOP pengganti. 

30. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan 

hak atas tanah dan/atau bangunan. 

31. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau 

peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah 

dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. 

32. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak 
pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam 

undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. 

33. Nilai Pasar adalah harga yang berlaku secara umum yang terjadi saat itu. 

34. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah disingkat NPWPD adalah Nomor Pokok 

yang telah didaftarkan menjadi identitas bagi setiap wajib pajak. 

35. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan 

Pajak. 

36. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan 

perpajakan daerah. 

37. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak 

untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. 
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38. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, 
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah. 

39. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 

data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau 

retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi 

kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 

40. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, 

adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan 

penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan 
objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

41. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, 
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data 

subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah 

42. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah 

bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan 

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas 

daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah 

43. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah 

surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak 

yang terutang. 

44. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, 

adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib 

Pajak. 

45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat 
SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah 

pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok 

pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus 

dibayar. 

46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya 

disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 

tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 

47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, 

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama 

besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak 

ada kredit pajak. 

48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat 

SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak 

yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Surat Ketetapan Pajak 

Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak 

karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau 

seharusnya tidak terutang.  

49. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah 
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif 

berupa bunga dan/atau denda. 
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50. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan 
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan 

ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan 

Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat 

Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat 

Keputusan Keberatan. 

51. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 

terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan 

Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap 
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib 

Pajak. 

52. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding 

terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

53. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau 

Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan 

Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

54. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur 

untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, 

kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan 
dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan 

keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak 

tersebut. 

55. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan  adalah Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar. 

56. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar. 

57. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan 

fungsi dalam pengurusan perizinan dan instansi yang memiliki tugas pokok 

dan fungsi dalam pengawasan dan pengendalian. 

58. Pihak Ketiga adalah Badan Usaha yang bertindak sebagai penyedia 

jaringan, perangkat dan sistem informasi online. 

59. Penyetoran adalah penyetoran pembayaran pajak oleh wajib pajak. 

60. Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak 
Secara Online, adalah sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak 

melalui perangkat teknologi informasi berupa sambungan langsung antar 

sistem informasi data transaksi usaha wajib pajak dengan sistem informasi 

Badan secara terintegrasi melalui jaringan komunikasi data. 

61. Sistem Informasi Badan adalah Perangkat dan Sistem Informasi Pajak 

Daerah dalam bentuk apapun yang dapat menghubungkan secara 
langsung dengan perangkat dan sistem informasi data transaksi usaha 

dalam bentuk apapun yang dimiliki oleh Wajib Pajak. 

62. Data Transaksi Usaha selanjutnya disebut data transaksi pembayaran, 
adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi yang berkaitan 

dengan pembayaran Pajak Daerah yang menjadi dasar pengenaan pajak 

yang dilakukan oleh subyek pajak kepada Wajib Pajak. 

63. Online adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub 

sistem lainnya secara terintegrasi melalui media internet. 
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64. Monitoring online adalah pemantauan yang dilakukan Badan terhadap 
pelaksanaan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara 

online melalui sistem informasi badan. 

 

2. Ketentuan Pasal 71 diubah,  sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 71 

 
(1) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan secara self assessment  

dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT. 

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, 
benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya 

disertai dengan lampiran yang diperlukan. 

(3) Setiap Wajib Pajak Bumi dan Bangunan wajib mengisi SPOP. 

(4) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diisi dengan jelas, benar 
dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati Banjar 

yang wilayah kerjanya meliputi letak Objek Pajak, selambat-lambatnya 30 

(tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak. 

(5) Berdasarkan SPOP, Bupati menerbitkan SPPT. 

 

4.Ketentuan Pasal 77 diubah,  sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 77 

 

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. 

(2) Wajib Pajak wajib melaporkan dan menyampaikan data transaksi 

usahanya kepada Badan. 

(3) Penetapan Wajib Pajak yang menggunakan sistem transaksi secara online 
dilakukan oleh Badan berdasarkan hasil observasi lapangan. 

(4) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa 

informasi, data, bon penjualan (bill), invoice, struck, karcis/tiket/tanda 

masuk atau member/kartu anggota/kartu berlangganan dan bentuk 

lainnya yang sejenis sebagai bukti pembayaran pajak. 

(5) Kewajiban melaporkan dan menyampaikan data transaksi usaha 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan berlakunya Peraturan 

Daerah ini dilaksanakan secara online. 

(6) Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal :  

a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) tidak disampaikan 
dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana 

ditentukan dalam Surat Teguran; dan/ atau 

b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah 

pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung 

berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak. 

(7) Penetapan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya untuk Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.  

(8) Kewajiban melampirkan data atau dokumen dalam penyampaian SPTPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditiadakan dalam hal Wajib 

Pajak yang bersangkutan sudah melaksanakan sistem pelaporan data 
transaksi usaha Wajib Pajak  melalui Online System. 
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(6) Untuk melaksanakan sistem pelaporan secara online sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5), Badan dapat melakukan kerjasama dengan Pihak 

Ketiga. 

(7) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk 
oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, STPD dan 

SKPDKB. 

(8) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang di tunjuk, hasil 

penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah dalam keadaan bruto 
selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh 

Bupati. 

(9) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (7) 

dilakukan dengan maksud menggunakan SSPD. 

(10) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib Pajak untuk 

mengangsur pajak terutang dalam waktu tertentu, setelah memenuhi 

persyaratan yang ditentukan. 

(11) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (10), harus 

dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 
sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau 

kurang dibayar. 

 

5. Diantara Pasal 102 dan Pasal 103 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 102A 

sehingga Pasal 102A berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 102 A 

(1) Pelaksanaan sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha 

Wajib Pajak secara online dilaksanakan secara bertahap.  

(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan sistem informasi manajemen pelaporan 

data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih 

lanjut dengan Peraturan Bupati. 

Pasal  II 

Peraturan Daerah  ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah  ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.  

Ditetapkan di Martapura 

pada tanggal 13 Nopember 2019 

            BUPATI BANJAR, 

 

 ttd 
 

        KHALILURRAHMAN 

Diundangkan di Martapura 

pada tanggal 13 Nopember 2019           

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, 

 

                              ttd 

 

                  MOKHAMAD HILMAN 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN  2019  NOMOR 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI  

KALIMANTAN  SELATAN : (3,107/2019) 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR 

NOMOR  3  TAHUN  2019 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  

NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH 

 

I. UMUM. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yaitu  
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Kabupaten 

Banjar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang 

didalamnya pengelolaan Pajak Daerah masih secara manual. 

Berdasarkan hasil evaluasi BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tentang 

Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2016 – 2017 dan Triwulan I Tahun 2018, 
yang merekomendasikan agar Badan Pendapatan Daerah meningkatkan 

sarana dan prasarana untuk menyediakan pelayanan berbasis online. 

Sebagai pelaksanaan dari pembayaran pajak yang dibayar sendiri oleh 

Wajib Pajak (Self Assessment), sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak 

Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar 

sendiri oleh Wajib Pajak, perlu pengawasan terhadap kegiatan transaksi usaha 
Wajib Pajak. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

Angka 1 

 Cukup jelas 

Angka 2 

 Cukup jelas 

Angka 3 

 Cukup jelas 

Angka 4 

 Cukup jelas 

Angka 5 

 Cukup jelas 

Pasal II 

   Cukup jelas 
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 1 

 

  
 

 


